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Mengingat 

WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR 3O TAHUN 2017 

TENTANG 

TUN'ANOAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIROTA TUAL, 

Mcnimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasad 26 ayat [b) 
Peraturan Dacrah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 
pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Tual tentang tunjangan perumahan dan 
unjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual; 

I. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat l 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 , Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1645); 

« 2. Undangsundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyclenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 1999 Noror 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomhor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400), 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 4438]; 

« 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan KotaTual di Provinsi Mahuku [Lembaran 
Negara Republikx Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747); 
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6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4810], sebagaimana tclah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Peruabahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentag Partai Politik {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189]; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657], dan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Normor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pererintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4578]; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tabahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 13 Tahu 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Noror 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Noor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukuum Daerah (Benita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036j; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungawaban Dana 
Operasional Penganggaran dan Pertangguangjawaban 
Penggunaan Delanja Penunjang Operasional; 
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13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Pembentuan dan Susunan Pcrangkat Daerah 
Kota Tual [Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual 
Nomor 7096; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapka. PERATURAN WALIOTA TUAL TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN 
DAN ANG~OTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA TUAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peratran Daerah ini yang dimaksud dengan 

L. Pemerintah Daerah adalah Pererintah Kota Tual. 

2, Walikota adalsh Walikota Tual. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual. 

4. Piepinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut dlsebut PIH3!a 
DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua DPRD Kota Tual sesuai peraturan perundang-undangan. 

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota 
DPRD adalah p~jabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD 
Kota Tual sesuai peraturan perundang-undangan. 

' . 6. Sekretariat Dewan Per wakilan Rakyat Daerah, sclanjutnya disebut 
Sekretariat pPRD adalah Seckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Tual. + • 

7. Sekretaris Dewan' Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 
Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Tual. 

8. Tuanjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan 
kecclakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah 
negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan 
DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan 
transportasi bagi rggota DPRD 

g Anggaraan Pendapatan dan Belanja Dacrah, selanjut disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual 

BAB II 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Bagian Kesatu 
Tunjangan Perumahan 

Pasa 2 

(l) Pimpinan DPRD disediakan rumah negera dan perlengkapannya sesuai 
standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2] Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai 
standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam ha! Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 
dan perlengkapannya kepada impinan dan Anggota DPRD scbagaimana 
diraksud pada ayat (l) dan ayat (2), kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan. 

(4) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagairmana 
dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

Pas! 3 

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara 
bersamaan. 

Pasal 4 

(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan 
dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kota Tua! hanya diberikan salah 
satu tunjangan perumahan. 

(2] Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat 
sebagai Walikota Tual/Wakil Walikota Tual tidak diberikan tunjangan 
perurahan. 

Pasal 5 

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak 
diberikan tunjangan perumahan. 

Bagian Kedua 
Tunjangan Transportasi 

Pasal 6 

(I} Selain tunjangan pcrumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3), kepada Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan 
kesejahteraan berupa tunjangan transportasi. 

(2) Tuanjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bu)an 
terhitung muliai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(3] Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan 
tunjangan transportasi. 

Bagian Ketiga 
Besaran Tunjangan Perumahan dan 

Turjangan Transportasr 

Pasal 7 

(1) Besar Tunjangan Perumahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai berikut : 
a. untuk Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp, 16.000.000,- {enam belas 

juta rupiah) setiap bulan; 
b. untuk Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000, 

(empat belas juta rupiah) setiap bulan; dan 

c. untuk Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,- {dua belas 
juta rupiah} setiap bulan. 
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(2) Besar Tunjangan Transpotrasi bagi Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l), ditetapkan sebesar Rp. 13.000.000, 
(tiga belas juta rupiah) setiap bulan. 

Bagian Keempat 
Penganggaran 

Pasal 8 

Besar Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transpotrasi sebagaimana 
dimaksud dalam 7 ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada APBD. 

BAB III 
RETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual. 

Ditetapkan di Tual 

pada tanggal 2r OkLober 2017 

o r  n  J  ,  }  WALIKOTA TUAL, 

. , z  
"  1 .  s o ns  

Diundangkan di Tual 
pada tang g al  gtober 2017 

KOTA TUAL, 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 20 
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(2) Besar Tnjangan Transpotrasi bagi Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (i) , ditetapkan sebesar Rp. 13.000.000, 
(tiga belas juta rupiah) setiap bulan. 

Bagian Keempat 
Penganggaran 

Pasal 8 

Besar Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transpotrasi sebagaimana 
dimaksud dalam 7 ayat (l) dan ayat (2), dibebankan pada APBD 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Tual. 

Ditetapkan di Tual 

pad~~angge! 2r Oktober 2017 
k9 

/RAK¢ B » ..  

<#  »l  
t  

Diundahg " 
pada ta 

f' 
PIt. SE 

! 

a 

e 

TDOAN 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2O17 NOMOR 25O 
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